MENTERI KEUANGAN
RCPUBLIK INDONE S1A
SALINAN
PERATURAN MENTER] KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.03/2007

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ' bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 'asal 11 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007, perlu menctapkan Peraturan Menteri Kcuangan tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat L
2.
3.
4,

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI KEUANGAN‘ TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PPasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Lh\dan;; Ketentuan Umum  dan Tata  Cara Perpajakan yang
selanjutnya discbut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat scjenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya discbut KPP adalah Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang sclanjutnya disebut KPPN
adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja KPP.

Surat  Keputusan Pengembalian  Kelebihan Pembayaran Pajak yang
selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Sural Perinlah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP
adalah surat perintah kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN,
scbagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada
Waijib Pajak.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
yang diterbitkan oleh Kepala KPPN sclaku kuasa Bendahara Umum Negara
untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berdasarkan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga (SPMIB).

Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hat terdapat:

a.

b.

h.

Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang KUP;

Pajak yang scharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang KUP;

Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang
KUP;

Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C Undang-Undang KUP;

Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17D Undang-Undang KUP;

Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding alau Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;
Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;

Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;

Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Keletapan  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;

Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian

Imbalan Bunga.
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